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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1. Sejarah Perusahaan
Pada abad ke-19 merupakan timbulnya pajak tanah / pajak bumi di Indonesia, waktu itu pulau Jawa dikuasai oleh Letjen Rafless. Rafless inilah yang kemudian dianggap sebagai “ Bapak / Pencipta Pajak Bumi “.

Perkembangan pelaksanaan pajak Bumi di Indonesia sebagai berikut :

a. Tahun 1811 – 1816, pajak bumi dikenal “Landrent“ di India, saat itu ada 3 macam Landrent, yaitu : Sistem Zamindari (Laundheer/tuan tanah), Sistem Pateendari disebut juga “mauzari”, dan Sistem “Rayatwari” pajak bumi dikenakan langsung kepada petani yang mengolah tanah berdasarkan pendapatan dari tanah rata-rata yang diusahakan petani tersebut.

b. Tahun 1816 – 1942, diganti menjadi “Landrente”

c. Tahun 1943 – 1945, diganti menjadi “Pajak Tanah”

d. Tahun 1945 – 1951, diganti menjadi “Pajak Bumi”

e. Tahun 1951 – 1959, diganti menjadi P3 TMI (Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia)

f. Tahun 1959 – 1965, pada tanggal 25 September 1959, dengan mengambil materi ordonasi Landrente tahun 1939. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Prp. No. 11 tahun1959 yang mengatur mengenai Pajak Hasil Bumi.

g. Tahun1965 – 1985, berdasarkan SK Menteri Iuran Negara tanggal 29 November 1965. No. PMPPU 1/1/1, nama direktur hasil pajak bumi diubah menjadi Direktorat Iuran Pembangunhan Daerah, nama pajaknya dikenal dengan IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah)

h. Tahun 1986 – 1989, UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 1985.  

Kantor Pelayanan PBB. Bandung Dua terletak dikota Soreang yang merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Bandung, tepatnya di Kompleks Perkantoran PEMDA DATI II Bandung. Kantor ini, pada awalnya merupakan peranan dari KP. PBB Bandung Dua. Karena makin banyaknya objek dan wajib pajak serta kebijakan pihak Fiskus dalam PBB yang berusaha untuk main mendekatkan Kantor Pelayanan dengan tempat beradanya Objek Pajak dan Wajib Pajak, maka dirasakan perlu dibuat Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Dua yang akan mengelola PBB untuk wilayah Kabupaten Bandung. 

Dalam perkembangannya KP. PBB Bandung Dua ini pun dipecah lagi yang menghasilkan KP. PBB Bandung Tiga untuk melayani wilayah bagian Barat dan Utara. Tindakan ini diambil karena kondisi wilayah Kabupaten Bandung yang unik, tidak seperti daerah-daerah lain yang wilayahnya berkumpul. Wilayah Kabupaten Bandung tersebar mengelilingi Kota Madya Bandung. Soreang sebagai Ibu Kota berada di Selatan, hal ini tentu menyulitkan bagi Wajib Pajak yang memiliki Objek Pajak didaerah Barat Cimahi dan sekitarnya dan sebagian Utara (Lembang dan sekitarnya). Daerah-daerah tersebut yang memiliki potensi PBB yang cukup besar, maka dipandang perlu untuk mendirikan Kantor Pelayanan baru bernama KP. PBB Bandung Tiga yang terletak di Padalarang.

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Dua melaksanakan kegiatannya dalam gedung yang cukup baik dimana Wajib Pajak (WP) yang mengurus PBB bisa ditunggu diruangan yang cukup nyaman. Di kantor ini juga ada Loket Bank Jabar, sehingga Wajib Pajak bisa langsung membayar PBB nya di Kantor ini. 

2.2.  Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perusahaan merupakan suatu kerangka dasar menyeluruh yang mempersatukan bagian-bagian yang ada dalam suatu perusahaan, sehingga dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa didukung oleh struktur organisasi yang teratur, perusahaan tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan.
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   Sumber : KP. PBB Bandung Dua 
    Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan PBB Bandung Dua

Struktur Organisasi ini dibentuk dengan maksud agar setiap anggota dapat bekerjasama dengan baik secara efektif dan efisien. Kerjasama yang baik tersebut akan terwujud dengan adanya pembagian kerja dan pengelompokan aktivitas kedalam bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga akan terlihat adanya pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas dari setiap bagiannya.

2.3 .  Deskripsi Jabatan

             Adapun Pembagian kerja di KP. PBB Bandung Dua adalah sebagai berikut :

 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi  dan Bangunan 

 URAIAN TUGAS :
1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja KPPBB sebagai bahan penyusunan rencana strategik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pengamanan penerimaan PBB dan BPHTB berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.

3. Mengkoordinasikan rencana pencarian dan pengumpulan data dari pihak ketiga yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka ekstensifikasi/intensifikasi  PBB dan BPHTB.

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencarian dan pengumpulan data dari pihak ketiga yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi PBB/BPHTB.

5. Mengkoordinasikan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dari pihak ketiga dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi PBB dan BPHTB.

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut pemanfaatan data baru dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

7. Mengkoordinasikan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi PBB dan BPHTB.

8. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi PBB dan BPHTB.

9. Mengkoordinasikan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ ekstensifikasi PBB dan BPHTB.

10. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut pemanfaatan data baru dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

 Kepala Subbagian Umum 

 URAIAN TUGAS :
1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Subbagian Umum sebagai bahan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Mengkoordinasikan penyusunan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

  Kepala Seksi Pendataan Dan Penilaian 

  URAIAN TUGAS :

1.
Mengkoordinasikan rencana kerja Seksi Pendataan dan Penilaian sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.
Mengkoordinasikan penyusunan konsep rencana kerja pendataan objek dan subjek PBB, penilaian objek PBB untuk mendapatkan data yang benar dan nilai yang wajar.

3.   Mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran objek dan subjek PBB.

4. Mengkoordinasikan penatausahaan hasil pendataan objek dan subjek PBB, penilaian dan klasifikasi objek PBB hasil penyusunan data awal yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional Penilai PBB.

 Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 URAIAN TUGAS :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan PBB.

2. Mengkoordinasikan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dari pihak ketiga dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB.

3. Mengkoordinasikan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB.

4. Mengkoordinasikan kegiatan penatausahaan data masukan maupun keluaran sebagai bahan pengolahan data dan penyajian Informasi PBB dan BPHTB.

5. Mengkoordinasikan kegiatan perekaman data masukan obyek dan subyek PBB dan BPHTB dalam rangka persiapan produksi data keluaran.

Kepala Seksi Penetapan

URAIAN TUGAS:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi Penetapan sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja Kantor Pelayanan PBB.

2. Mengkoordinasikan penelitian hasil keluaran berupa DHR, SPPT/SKP/ STP, DHKP, dan STTS serta penelitian Surat Setoran BPHTB (SSB).

3. Mengkoordinasikan pembetulan hasil keluaran berdasarkan hasil penelitian, permintaan pembetulan dari Wajib Pajak, Pemerintah Daerah, Lurah/Kepala Desa maupun instansi terkait.

4. Mengkoordinasikan pembatalan SPPT/SKP/STP, STTS, SKBKB/ SKBKBT/STB/SKBLB berdasarkan hasil penelitian sendiri, permohonan Wajib Pajak, Pemerintah Daerah, Lurah/Kepala Desa maupun Instansi terkait.

5. Mengkoordinasikan pembuatan salinan SPPT/SKP/STP, berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak, Pemerintah Daerah dan Bank/Kantor Pos.

6. Mengkoordinasikan pengamatan atas tingkat perbandingan antara besarnya pajak terhutang dengan potensi PBB.

  Kepala Seksi Penerimaan 

   URAIAN TUGAS: 
 

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi Penerimaan sebagai bahan penyusunan rencana kerja KPPBB.

2. Mengkoordinasikan penatausahaan penerimaan, restitusi, kompensasi, penyetoran, pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan PBB dan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Mengkoordinasikan penyusunan konsep rencana penerimaan PBB dan BPHTB per Kabupaten/Kota tiap tahun anggaran.

4. Mengkoordinasikan penyusunan konsep laporan evaluasi penerimaan untuk mengetahui perkembangan penerimaan PBB dan BPHTB.

5. Mengkoordinasikan pemberian restitusi/kompensasi dalam rangka pelayanan kepada Wajib Pajak.

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan restitusi dan kompensasi.

  Kepala Seksi Penagihan 

  URAIAN TUGAS : 
 

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi Penagihan sebagai bahan penyusunan rencana kerja KP PBB.

2. Mengkoordinasikan penatausahaan piutang PBB/BPHTB untuk mengetahui jumlah sisa pajak terutang.

3. Mengkoordinasikan penatausahaan himbauan pembayaran STP/STB/ SKBKB/SKBKBT dalam rangka penagihan aktif.

4. Mengkoordinasikan penerbitan Surat Tegoran kepada WP dalam rangka penagihan aktif PBB/BPHTB.

5. Mengkoordinasikan penyusunan Surat Paksa kepada WP dalam rangka penagihan aktif PBB/BPHTB.

6. Mengkoordinasikan penyusunan Surat Perintah Melakukan Penyitaan dalam rangka penagihan aktif PBB/BPHTB.

  Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan
  URAIAN TUGAS:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi Keberatan dan Pengurangan sebagai bahan penyusunan rencana kerja KP.PBB.

2. Mengkoordinasikan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak.

3. Mengkoordinasikan penatausahaan konsep uraian banding untuk menanggapi permohonan banding yang diajukan wajib pajak.

4. Mengkoordinasikan penatausahaan pemberian pengurangan PBB dan BPHTB dan atau sanksi administrasinya dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak.

5. Mengkoordinasikan urusan penyampaian Keputusan Penyelesaian Keberatan dan/atau Keputusan Pemberian Pengurangan kepada Wajib Pajak;

6. Mengkoordinasikan penyusunan konsep surat tanggapan atas permasalahan yang diterima dari Kanwil DJP, wajib pajak atau instansi lain.

7. Menyelenggarakan koordinasi dengan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

2.4.1 Jenis-jenis Pelayanan di KP. PBB Bandung Dua

1. Jenis Pelayanan

:    Penjelasan Umum
Unit yang melayani
: Kantor pusat/ kantor wilayah/ kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan/ kantor penyuluhan pajak.

Persyaratan pelayanan
: Langsung melalui telepon, melalui surat,/ mengakses home page (http://www.pajak.go.id)
Waktu penyelesaian
:  Saat itu juga/ sesegera mungkin
2. Jenis Pelayanan

:  Pendaftaran objek pajak baru
Unit yang melayani
: KP PBB melalui pelayanan satu tempat (PST)

Persyaratan pelayanan
: Mengisi surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda-tangani dengan melampirkan bukti-bukti pendukung berupa :

a. Foto copy KTP / Kartu Keluarga atau identitas lainnya

b. Foto copy salah satu bukti surat tanah, antara lain : sertifikat, surat kapling, SIPPT, akte jual beli, surat tanah garapan, surat perjanjian sewa menyewa, surat keterangan lurah/kades, dokumen lainnya.

c. Foto copy salah satu bukti surat bangunan, antara lain : IMB, surat keterangan lurah/kades, foto copy NPWP, dokumen lainnya.

Catatan : Surat kuasa dalam hal SPOP diisi dan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak.

Waktu penyelesaian
:  Saat itu juga/ sesegera mungkin

3.   Jenis Pelayanan
:   Mutasi objek / Subjek Pajak

Unit yang melayani
:  KPPBB melalui pelayanan satu tempat (PST)

Persyaratan Pelayanan
: Mengajukan permohonan tertulis, melampirkan :

a. Surat kuasa dalam hal SPOP diisi oleh kuasa WP ( Wajib Pajak )

b. SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani

c. Bukti pendukung, antara lain : Foto copy KTP/Kartu keluarga atau identitas lainnya dari WP, foto copy SPPT dan tanda bukti pembayaran PBB tahun terakhir, Foto copy salah satu surat tanah dan bangunan, antara lain (jual beli, akte hibah, IMB, akte waris, surat keterangan lurah/kades, dokumen lainnya)

Waktu penyelesaian
:   Sesegera mungkin

4. Jenis Pelayanan

: Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/ Surat Ketetapan Pajak (SKP)/ Surat Tagihan Pajak (STP).

Unit yang melayani
: KPPBB melalui Pelayanan Satu Tempat (PST)

Persyaratan Pelayanan
: Mengajukan permohonan tertulis, melampirkan :

a. Surat Kuasa dalam hal ini dikuasai oleh WP

b. SPOP yang telah diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani

c. Bukti pendukung berupa foto copy KTP/Kartu keluarga atau identitas lainnya dari WP

d. Asli SPPT/SKP/STP tahun yang bersangkutan, foto copy bukti pelunasan PBB tahun terakhir

e. Foto copy salah satu surat tanah atau bangunan antara lain sertifikat akta jual beli, akta hibah, IMB, atau dokumen lainnya yang sejenis

      Waktu Penyelesaian
:  Sesegera mungkin

Keterangan

:  Pembetulan karena salah nama, salah alamat, salah hitung, dan salah Zona Nilai Tanah (ZNT)

5. Jenis Pelayanan

:    Permohonan Keberatan PBB
Unit yang melayani
:  KPPBB melalui Pelayanan Satu Tempat (PST)

Persyarata Pelayanan
: Mengajukan permohonan tertulis, melampirkan :

a. Surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain

b. Foto copy SPPT tahun yang bersangkutan

c. Bukti pendukung yang diperlukan yaitu : Foto copy KTP/Kartu  keluarga atau identitas lain dari WP, foto copy bukti pelunasan PBB tahun terakhir, foto copysalah satu surat tanah atau bangunan, antara lain : sertifikat, akta jual beli, IMB, IPB, surat keterangan lurah/kades, dokumen lain yang sejenis

Waktu penyelesaian
: Dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya surat permohonan

Keterangan

: Surat permohonan keberatan diajukan paling lambat 3 bulan sejak SPPT diterima.

6. Jenis Pelayanan

:  Permohonan banding PBB

Unit yang melayani
: Badan penyelesaian sengketa pajak (BPSP), alamat : Jl. Menteng Raya No. 21 Lt. 8. Jakarta Pusat

Persyaratan pelayanan
: Mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) paling lambat 3 bulan setelah diterimanya Surat Keputusan Keberatan dengtan ketentuan :

a. Menyatakan alasan-alasan secara jelas

b. Memuat jumlah pajak terutang menurut WP

c. Melampirkan bukti pelunasan SKP PBB yang dimohonkan banding

d. Melampirkan foto copy Surat Keputusan (SK) Keberatan dan bukti- bukti yang diperlukan

Catatan
:  Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding.

Waktu Penyelesaian
: 12 bulan untuk pemeriksaan dengan cara biasa, 30 hari untuk pemeriksaan dengan cara cepat.   

7. Jenis Pelayanan

:  Permohonan pengurangan pajak

Unit yang melayani
:  KPPBB melalui pelayanan satu tempat (PST)

Persyaratan pelayanan
: Mengajukan permohonan tertulis dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya SPPT dengan melampirkan :

a. Surat Kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain

b. Foto copy SPPT tahun yang bersangkutan

c. Foto copy KTP/Kartu keluarga atau identitas lainnya dari WP

d. Foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir

e. Foto copy SPT PPh tahun terakhir, Neraca dan Rugi Laba tahun   terakhir yang sudah diaudit Akuntan Publik, bagi wajib pajak Badan

f. Bukti Pendukung : Foto copy Surat Keputusan Pensiun, foto copy Surat Pernyataan dari lurah/kades, foto copy tanda penerimaan uang pension, keterangan lain yang dianggap sama dengan butir diatas

Waktu penyelesaian
: Dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak di terimanya surat permohonan

Keterangan

: Ketetapan PBB s.d Rp. 25.000,- dapat diajukan secara perorangan/kolektif melalui Kepala Desa/Lurah. 

8. Jenis Pelayanan

: Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB/kompensasi/Restitusi
Unit yang melayani
:  KPPBB melalui pelayanan satu tempat (PST)

Persyaratan pelayanan
: Mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan :

a. Surat Kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain

b. Asli SPPT/SKP/STP dan tanda bukti pembayaran PBB tahun yang   bersangkutan

c. Asli Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan, pemberian pengurangan atau penyelesaian banding

d. Foto copy SPPT tahun berikutnya dalam hal kompensasi

e. Foto copy tanda pembayaran PBB minimal 3 tahun terakhir 

f. Foto copy KTP/Kartu keluarga atau identitas lainnya dari WP

Waktu penyelesaian
: Dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya surat permohonan, harus diterbitkan : SKKPP PBB bila jumlah PBB yang dibayar lebih besar, SPb apabila jumlah PBB yang dibayar sama dengan jumlah PBB yang terutang, SKP apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.

Keterangan :  SPMKP PBB diterbitkan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya SKKPP PBB.

Tabel 2.1
Alur pelayanan pada Bagian Penjelasan Umum

	No
	Uraian Kegiatan
	WP
	PST
	Ket

	1
	Langsung datang ke kantor pusat/kantor wilayah/KPPBB/Kapenpa, melalui telepon atau surat yang ditujukan kepada DJP
	· 
	
	

	2
	Memberikan penjelasan
	
	· 
	Koordinator

	3
	Menerima Penjelasan
	· 
	
	


Sumber : Buku tentang Teori Pelayanan Pajak
Tabel 2.2
Alur Pelayanan pada Bagian Pendaftaran Objek Pajak Baru
	No
	Uraian Kegiatan
	WP
	PST
	Ket

	1
	Mengisi SPOPdengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, Surat kuasa dalam hal SPOP diisi dan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak dan melampirkan bukti pendukung yang diperlukan
	· 
	
	

	2
	Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas WP, memberikan tanda terima berkas kepada WP dan meneruskan berkas formulir pelayanan ke Pemprosesan Urusan
	
	· 
	Penerima Berkas

	3
	Menatausahakan pada buku penjagaan, meneliti dan memproses berkas berdasarkan tugas wewenang seksi terkait
	
	· 
	Pemproses Urusan

	4
	Meneliti kebenaran pekerjaan pemrosesan urusan, meneruskan kepada seksi terkait
	
	· 
	Koordinator

	5
	Meneliti kebenaran pemberian NOP, ZNT, atau objek pajak baru SPOP
	
	· 
	Seksi DAI

	6
	Memproses data keluaran berupa SPPT, STTS, dan DHKP
	
	· 
	Seksi Pendataan dan Penilaian

	7
	Menerima hasil keluaran yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB beserta keseluruhan  berkas WP 
	
	· 
	Penyampai-

an Hasil Keluaran

	8
	Menerima dan menandatangani tanda terima SPPT
	· 
	
	


Sumber : Buku Teori Pelayanan Pajak
Tabel 2.3

Alur Pelayanan pada Bagian Mutasi Objek/Subjek Pajak

	No
	Uraian Kegiatan
	WP
	PST
	Ket

	1
	Mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan bukti pendukung
	· 
	
	

	2
	Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas WP, menyerahkan tanda terima berkas kepada WP dan meneruskan ke pemprosesan urusan 
	
	· 
	Penerima Berkas

	3
	Memproses berkas berdasarkan tugas dan wewenang yang ditentukan antara lain membetulkan kesalahan dan meneruskan ke koordinator PST 
	
	· 
	Pemproses Urusan

	4
	Meneliti kebenaran hasil pekerjaan pemprosesan urusan, apabila dipandang perlu meneruskan kepada seksi terkait
	
	· 
	Koordinator

	5
	Memproses pembetulan sesuai ketentuan dan meneruskan ke seksi DAI
	
	· 
	Seksi Pendatan dan Penilaian

	6
	Memproses hasil keluaran berupa SPPT, STTS, dan DHKP
	
	· 
	Koordinator

	7
	Menerima hasil keluaran yang sudahditandatangani oleh Kepala KPPB, menyampaikan SPPT kepada WP


	
	· 
	Penyampai-

an Hasil

Keluaran

	8
	Menerima dan menandatangani tanda terima SPPT
	· 
	
	


Sumber : Buku Teori Pelayanan Pajak

Tabel 2.4

Alur Pelayanan pada Bagian Pembetulan SPPT/SKP/STP
	No
	Uraian Kegiatan
	WP
	PST
	Ket

	1
	Mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan bukti pendukung
	· 
	
	

	2
	Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas WP, menyerahkan tanda terima berkas kepada WP dan meneruskan ke pemprosesan urusan
	
	· 
	Penerima Berkas

	3
	Memproses berkas berdasarkan tugas dan wewenang yang ditentukan antara lain membetulkan kesalahan dan meneruskan ke coordinator PST
	
	· 
	Pemproses Urusan

	4
	Meneliti kebenaran hasil pekerjaan pemprosesan urusan, apabila dipandang perlu meneruskan kepada seksi terkait
	
	· 
	Koordinator

	5
	Memproses pembetulan sesuai ketentuan dan meneruskan ke seksi DAI
	
	· 
	Koordinator

	6
	Memproses hasil keluaran berupa SPPT, STTS, dan DHKP
	
	· 
	Seksi Pendataan dan Penilaian

	7
	Menerima hasil keluaran yang sudah ditandatangani oleh kepala KPPB, menyampaikan SPPT kepada WP
	
	· 
	Penyampai-

an Hasil Keluaran

	8
	Menerima dan menandatangani tanda terima SPPT
	· 
	
	


Sumber : Buku Teori Pelayanan Pajak
Tabel 2.5

Alur Pelayanan pada Bagian Permohonan Keberatan PBB

	No
	Uraian Kegiatan
	WP
	PST
	Ket

	1
	Mengajukan permohonan tertulis dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan WP serta alasan-alasan yang jelas dan melampirkan bukti pendukung
	· 
	
	

	2
	Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas WP dan menyerahkan tanda terima berkas kepada WP serta meneruskan berkas WP kepada pemprosesan urusan
	
	· 
	Penerima Berkas

	3
	Menatausahakan berkas WP pada buku penjagaan, meneliti dan memproses berkas berdasarkan tugas dan wewenang yang ditentukan dan meneruskan ke coordinator PST
	
	· 
	Pemproses Urusan

	4
	Meneliti kebenaran hasil pekerjaan Pemprosesan urusan apabila dipandang perlu meneruskan ke seksi DAI
	
	· 
	Koordinator

	5
	Meneliti penyelesaian keberatan dan meneruskan ke seksi DAI
	
	· 
	Seksi Keberatan dan Pengurang-

an

	6
	Menerbitkan Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan
	
	· 
	Seksi DAI

	7
	Menerima surat Keputusan Penyelesaian keberatan yang sudah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan PBB dan menyampaikannya kepada WP
	
	· 
	Penyampai-

an Hasil Keputusan

	8
	Menerima dan menandatangani tanda terima Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan
	· 
	
	


Sumber : Buku Teori Pelayanan Pajak
Tabel 2.6

Alur Pelayanan pada Bagian Permohonan Pengurangan PBB

	No
	Uraian kegiatan
	WP
	PST
	Ket

	1
	Mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan foto copy SPPT tahun yang bersangkutan, foto copy KTP, foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir, dan bukti pendukung antara lain foto copy surat keputusan pension, foto copy surat pernyataan dari Lurah/Kepala Desa, dan keterangan lain
	· 
	
	

	2
	Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas WP, menyerahkan tanda terima kepada WP, meneruskan kepada Pemproses Urusan
	
	· 
	Penerima Berkas

	3
	Menatausahakan berkas WP kepada buku penjagaan, meneliti dan memproses berkas berdasarkan tugas dan wewenang yang ditentukan
	
	· 
	Pemproses Urusan

	4
	Meneliti kebenaran hasil pekerjaan Pemproses Urusan, apabila dipandang perlu meneruskan kepada seksi terkait
	
	· 
	Koordinator

	5
	Meneliti dan menyiapkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan atas pajak terutang
	
	· 
	Seksi Keberatan dan Pengurang-

an

	6
	Memproses hasil keluaran berupa Surat Keputusan Pemberian Penguranga 
	
	· 
	Seksi DAI

	7
	Meneliti hasil keluaran berupa Surat Pemberian Pengurangan yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPBB dan menyerahkan kepada WP
	
	· 
	Penyampai-

an Hasil Keluaran

	8
	Menerima dan menandatangani tanda terima Surat Keputusan Pemberian Pengurangan
	· 
	
	


Sumber : Buku Teori Pelayanan Pajak
Tabel 2.7

Alur Pelayanan pada Bagian Permohonan Pengambilan Kelebihan Pembayaran PBB/Kompensasi

	No
	Uraian Kegiatan
	WP
	PST
	Ket

	1
	Mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan asli SPPT/SKP/STP dan tanda bukti pembayaran PBB tahun yang bersangkutan, asli surat Keputusan Penyelesaian Keberatan, Pemberian Pengurangan atau Penyelesaian Banding, foto copy SPPT tahun berikutnya dalam hal kompensasi, foto copy tanda pembayaran PBB minimal 3 tahun terakhir, foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari WP
	· 
	
	

	2
	Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas WP, menyerahkan tanda terima berkas kepada WP dan meneruskan berkas WP kepada Pemproses Urusan
	
	· 
	Penerima Berkas

	3
	Menatausahakan Berkas WP pada buku penjagaan, meneliti dan memproses berkas berdasarkan tugas dan wewenang yang ditentukan dan meneruskan ke koordinator PST
	
	· 
	Pemproses Urusan

	4
	Meneliti kebenaran hasil pekerjaan Pemproses Urusan, meneruskan kepada seksi terkait
	
	· 
	Koordinator

	5
	Memproses SKKPP, SPMKP, SPB, atau SKP sesuai ketentuan yang berlaku
	
	· 
	Seksi Penerimaan dan Penagihan

	6
	Memproses hasil keluaran berupa SKKPP berikut SPMKP, SPb, atau SKP
	
	· 
	Seksi DAI

	7
	Menerima hasil keluaran yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPBB dan menyerahkan kepada WP
	
	· 
	Penyampai-

an Hasil Keluaran

	8
	Menerima dan menandatangani tanda terima SKKP, SPb, atau SKP
	· 
	
	


Sumber : Buku Teori Pelayanan Pajak

Ket : WP = Wajib Pajak

       

PST = Pelayanan Satu Tempat
         2.4.2  Dasar Hukum di Pajak Bumi dan Bangunan  

1. Jenis Pelayanan :  Pendaftaran Objek Baru
· Pasal 9 Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 ( Undang-undang PBB )

· Keputusan Direktur Jenderal Pajak No Kep.04/PJ.6/1998tanggal 16 Juni 1998

2. Jenis Pelayanan :   Mutasi Objek Pajak
· Pasal 16 UU KUP

· Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: Kep.04/PJ.6/1998 tanggal 16 Juni 1998

· Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No : SE-19/PJ.6/1994 tanggal 15 April 1994

3. Jenis Pelayanan :  Pembetulan SPPT/SKP/STP

· Pasal 16 UU KUP

· Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No :SE-09/PJ.6/1993 tanggal 23 Februari 1993

· Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No : SE-19/PJ.6/1994 tanggal 15 April 1994

4. Jenis Pelayanan : Permohonan Banding PBB

· Pasal 17 UU PBB

5. Jenis Pelayanan : Permohonan Pengurangan PBB

· Pasal 19 UU PBB

· Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No : SE-19/PJ.6/1994 tanggal 15 April 1994

6. Jenis Pelayanan : Permohonan Keberatan PBB

· Pasal 15 dan 16 UU. No. 12/1985 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 12/1994

· Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No : SE-19/PJ.6/1994 tanggal 15 April 1994

7.    Jenis Pelayanan : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
· Pasal 11 UU KUP

· Keputusan Menteri Keuangan No : 72/KMK.04/1991 tanggal 22 Januari 1991

· Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No : SE-19/PJ.6/1994 tanggal 15 April 1994

2.5     Wilayah Kerja KP. PBB Bandung Dua



Wilayah kerja KP. PBB Bandung Dua pada dasarnya meliputi wilayah Kabupaten bagian Bandung bagian Selatan, Timur dan bagian Utara yang terdiri dari kecamatan-kecamatan  :

1. Soreang



16.  Cilengkrang

2. Pasir Jambu



17.  Majalaya

3. Ciwidey



18.  Paseh

4. Pacet




19.  Ibun

5. Kertasari



20.  Margahayu

6. Bale Endah



21.  Katapang

7. Banjaran



22.  Dayeuhkolot

8. Pamengpeuk



23.  Rancaekek

9. Cimaung



24.  Cimenyan

10. Arjasari



25.  Ciparay

11. Cicalengka

12. Cikancung

13. Pangalengan

14. Cileunyi

15. Bojong Soang
Kepala Kantor 





Kepala Sub. Bagian Umum





Korlak TU & Kepegawaian





Korlak Rumah Tangga





Korlak Keuangan





KASI Penerimaan





Korlak TU Penerimaan & Restitusi





Korlak Pemantauan Penyetoran & Pembagian








